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INFO ARTIKEL ABSTRAK

Kata Kunci : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan dan
Pajak pertambahan pemungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap barang elektronik
nilai barang mewah yang tergolong mewah sebagaimana diatur dalam PMK Nomor
(PPnBM; 121/PMK.011/2013 di Wilayah Makassar. Penelitian dalam penulisan ini
Pajak Pertambahan adalah kombinasi dari penelitian literature review dan analisis deskriptif.
Nilai (PPN); Penelitian studi kasus dengan menganalisis jurnal terdahulu dan artikel
Barang Elektronik; terkait dengan judul yang berada di internet. Penelitian dengan analisis
Daya Beli deskriptif dilakukan dengan menidentifikasi data tanpa maksud membuat

kesimpulan yang berlaku umum. Hasil penelitian ini menunjukan tidak adanya
dampak pengenaan pemungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM) terhadap barang elektronik yang tergolong mewah karena dari hasil
analisis dan identifikasi jurnal terdahulu menunjukkan bahwa masyarakat di
Kota Makassar tidak berpatokan pada harga suatu Barang melainkan
menjunjung tinggi harkat dan martabat
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1. PENDAHULUAN

Sebagai suatu negara, Indonesia memiliki sumber sumber pendapatan negara yang
digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Salah satu sumber penerimaan negara yang
terbesar yakni dari sektor pajak. Dalam hidup bernegara, setiap orang diwajibkan untuk
membayar pajak. Jadi, pajak sebagai kewajiban kenegaraan memberikan konstribusi untuk
penerimaan negara berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
oleh karena itu pajak merupakan kewajiban semua warga negara (masyarakat) dan hukum pajak
mengatur hubungan antara penguasa (negara) dengan warganya (orang atau badan) dalam
pemenuhan kewajiban perpajakan kepada negara.

Pajak dapat dikatakan keharusan atau kewajiban yang dibayar oleh masyarakat pribadi
maupun badan (perusahaan). Pengenaan pajak pajak tersebut tentunya akan memengaruhi harga
jual dari barang elektronik dan peningkatan beban pajak yang dapat ditimbulkan dari PPNBM
yang mengenakan tarif progresif.
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Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib pajak
menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat
ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum
berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak merupakan
sumber penerimaan Negara yang terbesar yang digunakan dalam meningkatkan pembangunan
untuk mewujudkan kesejahetraan masyarakat. Dimana hal tersebut sesuai dengan tujuan dari
Negara Indonesia (Latif, et.al, 2016)

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tidak dapat dikenakan tersendiri tanpa adanya
pajak pertambahan Nilai dan dipungut satu kali pada sumbernya yaitu pada tingkat pabrikan atau
pada waktu barang impor (Wibowo, 2023). Bahkan bisa dikatakan sebagian besar kelompok
barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor adalah elektronika. Di
kalangan masyarakat sendiri barang elektronika merupakan barang yang paling cepat mengalami
reposisi, yaitu dari barang mewah ke barang yang banyak dikomsumsi dari hamper semua lapisan
masyarakat (Keuangan, 2020).

Masyarakat akan lebih memperhitungkan untuk membeli barang elektronik apabila mereka
merasa terdapat peningkatan harga karena dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah, serta kenaikan untuk membayar pajak kendaraan bermotor dengan
menggunakan tarif pajak progresif. Banyak faktor yang mempengaruhi daya beli konsumen dalam
menentukan keputusan pembelian terhadap barang elektronik mewah, yaitu tingkat pendapatan,
tingkat pendidikan, tingkat kebutuhan, kebiasaan masyarakat, harga barang. Daya beli yang
dimiliki konsumen tidaklah sama. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor tersebut.
Di Kota Makassar sendiri, daya beli konsumen terhadap barang mewah dapat di katakan stabil.

Manfaat atau kelebihan utama dari barang elektronik yaitu sebagai hiburan dan juga dapat
membantu manusia dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Dengan barang elektronik, semua
orang bisa dengan mudah memperoleh segala informasi dan berita, baik informasi dalam negeri
maupun mancanegara. Semua informasi dengan cepat diperoleh. Selain itu barang elektronik
dapat meringankan manusia dalam melakukan berbagai pekerjaan. Dari pembahasan tersebut
dapat kita ketahui bahwa barang elektronik merupakan barang kebutuhan manusia yang bersifat
modernis. Barang elektronik oleh sebagian orang dianggap sebagai kebutuhan yang harus
terpenuhi. Perkembangan barang-barang elektronik dapat dikatakan sangat pesat seiring
berjalannya waktu (Lisa, 2023)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh pengenaan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah (PPnBM), Penelitian ini penting karena daya beli adalah salah satu faktor yang
dapat mempengaruhi konsumen dalam membeli suatu barang dimana dalam hal ini barang yang
dikenakan pajak. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah Pajak yang dikenakan
terhadap penyerahan atau impor barang-barang berwujud yang tergolong mewah. PPnBM hanya
dikenakan satu kali pada sumbernya yaitu pabrikan atau saat impor dan tidak dapat dikreditkan.
PPnBM tidak dapat dikenakan tersendiri tanpa di-kenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode “literatur review”,
karena penulis/peneliti hanya mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari beberapa jurnal
kemudian membandingkan dengan jurnal yang lainnya. Penelitian literatur review ini bisa
dipahami sebagai prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif, berupa data analisis dari
penelitian terdahulu.

Maka proses penelitian ini dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang
akan digunakan dalam penelitian. Data yang dikumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan.
Perhatian penelitian literatur review lebih tertuju pada karya-karya hasil penelitian dan
pemikiran yang sudah di hasilkan oleh para peneliti dan praktisi terdahulu.

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsumen dari barang elektronika di
wilayah Makassar. Dimaksudkan untuk mengetahui bahwa penerapan pemungutan Pajak
Penjualan atas Barang mewah adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi konsumen
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dalam membeli suatu barang dimana dalam hal ini barang yang dikenakan pajak, dan bagi
sebagian orang elektronik dianggap sebagai kebutuhan yang harus terpenuhi. Perkembangan
barang-barang elektronik dapat dikatakan sangat pesat seiring berjalannya waktu.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang di ambil dari referensi jurnal
terdahulu terkait dengan penerapan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), jurnal terkait
penjualan Barang Elektronik dan Survey umum yang berasal dari artikel umum di google.
Literatur lainnya adalah bahan bacaan lain di luar dari data sekunder dari penelitian ini yang
dapat di gunakan sebagai bahan pendukung untuk penelitian yang di lakukan.

Data dikumpulkan dengan metode studi Pustaka, terutama pencarian melalui internet.
Metode studi Pustaka di pilih oleh peneliti karena penelitian ini bersifat melakukan analisis data
yang sudah tersedia dari artikel dan jurnal penelitian terdahulu. Sumber Penelitian kami berasal
dari referensi artikel google yang relevan dan untuk jurnal-jurnal terkait di ambil dari website
google scholar.

Adapun Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalan Teknik Analisis
Deskriptif yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini,
kemudian dilakukan identifikasi dengan menganalisis secara mendalam terkait komponen-
komponen yang ada dalam penelitian.

Menurut Sugiyono (2014:21) metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan
untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah
terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk
umum atau generalisasi (Rahmi, et.al, 2023).

3. HASIL DAN DISKUSI

Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri yang merupakan pneghasilan andalan
bagi penerimaan negara, tak terkecuali Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan bagian dari Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) yang dieknakan pada Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah yang dilakukan
oleh pengusaha yang menghasilkan, mengimpor atau mengekspor barang kena pajak yang
tergolong mewah tersebut didalam daerah pabean dalam lingkungan perusahaan atau
pekerjaannya. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dapat mempengaruhi kemampuan
membeli konsumen terhadap niali jual suatu barang.

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang
dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi. Pajak Pertambahan Nilai
sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang
merupakan objek dari Pajak Pertambahan Nilai. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10%. Pasal
5 ayat (1) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai menyatakan bahwa di samping pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di-kenakan juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
terhadap:

a. Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang
menghasilkan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah tersebut di dalam Daerah Pabean
dalam lingkungan atau pekerjaannya.

b. Impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewabh.

Konsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah secara berlebihan pada umumnya
dilakukan kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi merupakan kegiatan yang kontra-
produktif. Oleh karena itu, kegiatan konsumsi seperti ini perlu dikurangi. Salah satu yang dapat
ditempuh adalah diberikannya beban pajak tambahan terhadap kegiatan mengkonsumsi Barang
Kena Pajak (BKP) yang ter-golong mewah. Motif diatas itulah maka dengan kata lain, pemerintah
dengan kebijakan fiskalnya yang termaterialkan dalam Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM), berusaha untuk mempengaruhi perilaku kon-sumen khususnya pola konsumsi barang
kena pajak yang tergolong mewah
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Karakteristik Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) menurut Pasal 5 dan Pasal 10
Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas barang Mewah adalah sebagai berikut :

a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pemungutan tambahan
disamping Pajak Partambahan Nilai (PPN);

b. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) hanya dikenakan satu kali yaitu pada saat
impor, atau penyerahan di dalam Daerah Pabean BKP yang tergolong mewah oleh
pabrikan yang menghasilkannya;

c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tidak dapat dikreditkan dengan PPN atau
PPnBM. Namun, Pengusaha Kena Pajak yang mengekspor BKP yang tergolong mewah
dapat meminta kembali PPnBM yang telah dibayar pada waktu perolehan BKP yang
tergolong mewah yang diekspor tersebut (Hapsari, 2023).

Salah satu teori dalam pemungutan pajak adalah teori daya pikul yang menyebutkan bahwa
pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari Wajib Pajak (WP), jadi tekanan
semua pajak-pajak harus sesuai dengan daya pikul individu Wajib Pajak (WP) dengan
memperhatikan pada besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran belanja individu
Wajib Pajak tersebut. Menurut Mardiasmo (2009) terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu
Official Assessment System, Self Assessment System, dan With Holding Assessment System.

a. Official Assessment System
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah
(fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Jadi, yang
menentukan besarnya pajak yang terutang adalah pemerintah dimana wajib pajak
bersifat pasif, sehingga wajib pajak tidak turut serta dalam menentukan besarnya pajak
yang terutang
b. Self Assessment System
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak
untuk menghitung, menyetor, dan melaporkansendiri besarnya pajak yang terutang.
Dalam hal ini, wajib pajak bersifat aktif karena wewenang untuk menentukan besarnya
pajak yang terutang ada pada wajib pajak itu sendiri. Jadi, wajib pajak mempunyai hak
untuk ikut serta dalam menentukan besarnya pajak yang terutang. Namun, pada sistem
ini sangat mungkin terjadinya manipulasi dalam jumlah pajak yang akan dilaporkan.
c. With Holding System
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga
(bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya
pajak yang terutang oleh wajib pajak. jadi, baik pemerintah ataupun wajib pajak tidak
mempunyai hak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang (Zayanti, 2018).

Dari beberapa system pemungutan pajak seperti yang di uraikan di atas, yang diterapkan di
Indonesia saat ini adalah Self Assesment dimana tujuannya adalah agar masyarakat semakin patuh
dalam membayar pajak karena adanya transparansi dalam menghitung, menentukan, dan
melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Pengaruh Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) pada Barang
Elektronik Yang Tergolong Mewah

Daya beli adalah kemampuan membayar untuk memperoleh barang yang dikehendaki
atau diperlukan (Kamus Besar bahasa Indonesia; Balai Pustaka 2001:241). Daya beli antara satu
orang dengan orang lainnya pastilah berbeda. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa
faktor, seperti dilihat dari status orang tersebut, pekerjaan, penghasilan, dan sebagainya. Daya
beli merupakan komponen ketiga dari Indeks Pembangungan Manusia (IPM), yang
pengukurannya dilakukan dengan menghitung besarnya pengeluaran (konsumsi) perkapita
masyarakat (Hapsari, 2023). Daya beli juga mempunyai hubungan erat dengan suatu barang atau
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produk. Bila barang atau produk tersebut mempunyai harga yang murah maka daya beli
masyarakat terhadap barang tersebut juga akan meningkat. Hal ini berlaku seperti pada hukum
permintaan (Kasim, 2023).

Sebelum membahas mengenai dampak pengenaan PPnBM khususnya pada barang
elektronik terhadap tingkat konsumsi masyarakat, maka terlebih dahulu kita mengetahui
mekanisme pemungutan dari (PPnBM). Pemungutan akan dilakukan ketika PKP menyerahkan
barang elektronik kena pajak kepada distributor pada mata rantai perdagangan ini akan
dilakukan pemungutan PPN dan PPnBM oleh PKP dan pada mata rantai perdagangan berikutnya
tidak lagi dipungut PPnBM, akan tetapi PPN terus dipungut sampai pada konsumen tingkat
terakhir (Janna, et.al, 2021). Barang elektronik merupakan barang kebutuhan manusia yang
bersifat modernis. Barang elek-tronik oleh sebagian orang dianggap sebagai kebutuhan yang
harus ter-penuhi. Perkembangan barang-barang elektronik dapat dikatakan sangat pesat seiring
berjalannya waktu.

Penjualan barang-barang elektronik yang tergolong mewah hanya merupakan sebagian kecil
dari total penjualan mereka membuat toko elektronik tidak banyak menyediakan barangbarang
elek-tronik yang tergolong mewah pada toko mereka. Perubahan barang-barang mewah menjadi
barang yang bukan mewah dengan sangat cepat seiring dengan perkembangan tek-nologi yang
terus meningkat juga menjadi alasan mereka untuk tidak menyediakan barang-barang elektronik
yang tergolong mewah. Selain itu juga konsumen yang lebih banyak membeli barangbarang
elektronik yang bukan merupakan barang mewah membuat toko elektronik memilih untuk
menyediakan barang-barang elektronik yang bukan merupakan barang mewah dengan jumlah
yang lebih banyak dibandingkan dengan barang elektronik yang merupakan barang mewah
(Farina, et.al, 2021).

Diketahui bahwa dengan adanya kebijakan pengenaan PPnBM terhadap barang elektronik
yang tergolong mewah tidak ada dampak yang begitu signifikan terhadap tingkat konsumsi
masyarakat terhadap barang-barang elektronik. Berdasarkan analisis dan pembahasan
mengenai dampak pengenaan PPnBM khususnya pada barang elektronik yang tergolong mewah
sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 121/PMK. 011/2013 kaitannya dengan fungsi
regulerend, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah dengan kebijakan fiskalnya dapat
membuat peraturan perundang-undangan. Ke-bijakan fiskal dapat diartikan sebagai suatu
tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) dengan maksud untuk mem-pengaruhi jalannya perekonomian sehingga pemerintah
terus menyempurnakan atau bahkan mengubah peraturan-peraturan yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPnBM berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Daya beli konsumen. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan PPnBM mempunyai
pengaruh positif pada daya beli konsumen (Umran, 2014). Yunita (2015) menyatakan hal yang
serupa yaitu PPnBM berpengaruh positif pada daya beli konsumen (Rosidi, 2017). Begitupun
dengan Fandy (2014) menunjukkan PPnBM berpengaruh positif signifikan terhadap daya beli
konsumen. Semakin tingginya nilai jual suatu kendaraan yang dikenakan PPnBM yang tarifnya
lebih tinggi dari Pajak Pertambahan Nilai, atau semakin mewah kendaraan tersebut secara
signifikan akan mempengaruhi daya beli konsumen kendaraan bermotor (Hasibullah, 2020).

Penerapan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) pada barang Elektronik Yang
Tergolong Mewah

Konsep Pajak Pertambahan nilai Barang Mewah (PPnBM)digunakan dengan dasar
penggunaan dasar pemikiran Pajak Pertambahan nilai Barang Mewah (PPnBM) tentang
Peraturan Pemerintah sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di
luar bidang keuangan. Selain itu, peraturan pemerintah ini merupakan suatu kebijaksanaan yang
tidak akandiberlakukan selamanya dan dapat diperbaharui (Tilaar, 2019).

Hasnaah (2018) menjelaskan peraturan pemerintah juga merupakan suatu alat atau sumber
untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya akan
digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (Hasanah, 2018). Hasanah (2018)
juga menjelaskan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara (peralihan kekayaan dari
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sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasar Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan
tiada mendapat jasa timbal (tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan
untuk membiayai pengeluaran umum (publieke uitgaven). Berdasarkan Undang-Undang Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) Pasal 8 menyebutkan bahwa pengenaan tarif Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah (PPnBM) adalah Sebagai berikut :
a. Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) ditetapkan paling rendah
10% dan paling tinggi 200%*
b. Perbedaan tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) didasarkan pada
pengelompokan barang yang tergolong mewah yang dikenai PPnBM.
c. Pengelompokan barang-barang yang dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
(PPnBM) terutama didasarkan pada:
d. Tingkat kemampuan golongan masyarakat yang menggunakan barang tersebut,
disamping didasarkan pada nilai guna barang bagi masyarakat pada umumnya.
e. Konsultasi dengan DPR
f. PPnBM adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang yang tergolong mewah di
dalam negeri. Oleh karena itu, barang mewah yang diekspor atau dikonsumsi di luar
negeri dikenai PPnBM dengan tarif 0%. PPnBM yang telah dibayar atas perolehan barang
mewah yang diekspor tersebut dapat diminta Kembali.

Adapun ketentuan barang kena pajak yang tergolong mewah adalah barang yang bukan
barang untuk kebutuhan pokok, barang yang di konsumsi oleh masyarakat tertentu, barang yang
umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi dan barang yang di konsumsi untuk
menunjukkan status.

Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) No. 42 tahun 2009,
menyebutkan beberapa pertimbangan mengapa pemerintah menganggap bahwa pemungutan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sangat penting, di antaranya adalh sebagai berikut :

a. Perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah

dan konsumen yang berpenghasilan tinggi;
b. Perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah
dan konsumen yang berpenghasilan tinggi;

c. Perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional;

d. Perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional;

Mekanisme pemungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dilakukan dengan
Faktur Pajak sebagaimana diisyaratkan dalam pemungutan PPN. Hanya saja, bagi PPnBM tidak
dikenal istilah Pajak Masukan, sehingga tidak dikenal sistem pengkreditan pajak seperti halnya
dalam PPN.

Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak yang dikenai
pajak Undang-Undang PPN 1984 atau sekarang sudah berubah menjadi Undang-Undang nomor
42 tahun 2009 (menurut perubahan pada UU Cipta Kerja). Adapun kewajiban dari pengusaha
kena pajak adalah sebagai berikut :

a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak

b. Memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) & Pajak Penjualan Atas Brang Mewah
(PPnBM) yang terutang

c. Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang masih harus dibayar dalam hal pajak
keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang

d. Melaporkan perhitungan pajak
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4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan metode literature review terkait dengan Penerapan dan Pemungutan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan beberapa artikel terkait yang bersumber dari Google,
dapat di simpulkan bahwa Penerapan dan pemungutan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap daya beli konsumen terkhusus di Kota Makassar.

Kota Makassar adalah kota dengan masyarakat yang mempunyai rasa gengsi yang cukup
tinggi. Orang yang mempunyai barang-barang mewah akan di pandang lebih tinggi daripada
orang yang sederhana apalagi yang tidak punya. Budaya di Kota Makassar yang seperti
mendorong naiknya penjualan berbagai barang mewah termasuk peralatan elektronik rumah
tangga.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, masyarakat siap kerja di Kota Makassar di tahun
2020 adalah sebanyak 130.666 jiwa dan jumlah Rumah Tangga menurut Kecamatan di Kota
Makassar di tahun 2020 adalah sebanyak 349.940 RT. Meskipun angka pengangguran di Wilayah
Kota Makassar meningkat pada tahun 2021 yang di akibatkan oleh Covid-19, namun penjualan
barang elektronik beralih ke pembelian online yang justru dengan harga lebih terjangkau.

Penurunan penjualan barang elektronik yang tergolong mewah di Kota Makassar bukan
karena penerapan dan pemungutan Pajak Penjualan atas Barang mewah (PPnBM), namun karen
naiknya tingkat pengangguran akibat Covid-19. Masyarakat tidak dapat memenuhi keinginannya
karena kurangnya penghasilan untuk menjalani kehidupan sehari-hari.
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